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LIPUTAN KHUSUS : 

GINSI Minta Asdeki Tertibkan Depo Nakal, 
Kenakan Biaya Semaunya 

 
Gabungan importir nasional seluruh 

Indonesia (GINSI) Jawa Tengah (Jateng) 
mengeluhkan mahalnya biaya repair kontainer 
pada sejumlah depo petikemas di Semarang, yang 
ditagihkan kepada pengguna jasanya (importir). 

Hal itu diungkapkan Budiatmoko, Ketua 
GINSI Jateng didampingi Yudhi Panca (Sekretaris) 
kepada Ocean Week, di kantornya, Kamis sore. 

“Saya mengalami sendiri, satu kontainer 
dengan alasan kena repair ditagih Rp 700 ribu, 
belum termasuk ongkos lift on lift of, dan lainnya,” 
ujar Koko (panggilan akrab Budiatmoko). 

Menurut Koko, pihaknya hanya ingin tau 
apa dasar nya depo petikemas mengenakan biaya 
semahal itu, padahal pengguna jasa tidak pernah 
diberi tau dimana kerusakan kontainer sehingga 
harus dikenai biaya semahal itu. 

“Kita nggak pernah tau, siapa yang 
mensurvey sehingga kontainer dinyatakan rusak 
dan harus diperbaiki. Setahu saya, yang survey juga 
dari orang depo, makanya ini perlu ditertibkan oleh 
pihak berwenang, karena mereka (depo) semau-
maunya menarik biaya,” jelasnya lagi. 

Mestinya, kontainer yang masuk ke depo itu 
menjadi urusan shipping line, bukan importir. 
“Karena kita nggak ngerti, kan setelah kontainer 
keluar dari pelabuhan, kemudian barang dibawa ke 
gudang penerima (importir), lalu kontainer empty 
itu dibawa ke depo, dan disitulah pengelola depo 
kemudian menyatakan bahwa kondisi kontainer 
harus di repair, dan muncullah biaya-biaya itu yang 
dirasa memberatkan importir,” ungkap Koko. 

Koko hanya ingin ada keterbukaan dari 
pengelola depo mengenai hal itu. 

“GINSI minta supaya Asdeki menertibkan 
anggotanya di Semarang mengenai hal ini, kalau 
nggak kami akan persoalkan sebagai pungutan liar, 
karena tak adanya kesepakatan tarif,” ujarnya. 

Hal yang sama juga dibenarkan Ketua 
Umum BPP GINSI Capt. Subandi. “Depo disini (di 
Jakarta) juga ada yang menagihkan biaya 
seenaknya mereka, dan itu pernah saya alami,” kata 
Subandi. 

Walaupun importir sudah menaruh uang 
jaminan kontainer saat mengambil DO di agen 
pelayaran asing yang besarannya mencapai Rp 2 
juta per box ukuran 20 Fit. 

Namun Importir tetap di minta uang repair 
kontainer saat mengembalikan peti kemas kosong 
ke depo. “Kalau tidak bayar (repair) maka 
kontainer tidak diterima dan di turunkan dari 
trucking ke lapangan depo. Praktik seperti ini kami 
anggap akal-akalan seperti pemburu rente,” 
tegasnya. 

GINSI, kata Subandi, sangat menyesali 
praktik perusahaan-perusahaan seperti ini bisa 
beroperasi seenaknya dan bahkan seperti tidak 
tersentuh aturan dan hukum yang berlaku di 
Indonesia. 

“GINSI meminta agar Pemerintah jangan 
menutup mata terkait persoalan dan operasional 
depo empty seperti itu yang cenderung nakal dan 
sangat merugikan pelaku usaha dalam negeri,” 
ujarnya. 

Capt Subandi juga menanyakan masih 
adanya depo empty yang menagihkan biaya 
kerusakan kontainer saat peti kemas di kembalikan 
ke fasilitas depo. 

Subandi menilai, praktik yang dilakukan 
oleh salah satu pengelola depo empty di kawasan 
Cakung, Jakarta Utara ini merupakan salah satu 
contoh yang membebani para importir. 

Karena, menagihkan biaya yang pada 
hakikatnya sudah dibayarkan oleh pihak importir 
kepada agen pelayaran. 

“Padahal dalam  business practise shipping, 
depo empty pada umumnya merupakan 
kepanjangan tangan dari pelayaran asing tersebut 
dalam menampung kontainer-kontainer sebelum 
atau pasca digunakan oleh pemilik barang,” 
ujarnya. 

Capt Subandi maupun Koko berharap, 
pemerintah serius bisa menertibkan pada 
perusahaan depo yang melakukan praktik 
semaunya sendiri. “Kalau perlu depo yang 
melakukan praktik nakal itu dibekukan,” katanya 
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Indonesia Banyak Impor Mesin di Januari 2024, 
Nilainya Tembus USD 123,79 Juta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, 
komoditas utama dalam impor Indonesia pada 
Januari 2024 terdiri dari mesin/peralatan mekanis, 
mesin/perlengkapan elektrik, serta besi dan baja. 

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar 
Widyasanti, menyampaikan, nilai impor dari ketiga 
komoditas tersebut porsinya mencapai 38,52 
persen terhadap total impor nonmigas Indonesia 
pada Januari 2024. 

Untuk rinciannya, nilai impor 
mesin/peralatan mekanis mencapai USD 123,79 
juta atau tumbuh 4,52 persen. Selanjutnya, 
mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya 
didorong oleh kenaikan volume impor sebesar 
18,23 ribu ton atau 14,89 persen. 

Sementara itu, untuk komoditas besi dan 
baja nilai impornya turun 3,51 persen secara 
bulanan didorong penurunan volume impor yang 
sebesar 80,4 ribu ton atau turun 6,29 persen," 
Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi 
pers pengumuman Ekspor-impor Januari 2023, 
Kamis (15/2/2024). 

Adapun secara keseluruhan, impor 
Indonesia pada Januari 2024 mencapai USD 18,51 

miliar. Capaian tersebut turun sebesar 3,13 persen 
dibanding bulan sebelumnya. 

"Pada Januari 2024 nilai impor mencapai 
USD 18,51 miliar atau turun sebesar 3,13 persen 
dibandingkan Desember 2023," ujarnya. 

Untuk rinciannya, impor migas tercatat USD 
2,70 miliar atau turun sebesar 19,99 persen, jika 
dibandingkan bulan sebelumnya USD 3,37 miliar. 

Lalu, impor nonmigas tercatat USD 15,81 
miliar atau mengalami kenaikan sebesar 0,48 
persen secara bulanan dibandingkan Desember 
2023 sebesar USD 15,74 miliar. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor 
Indonesia pada Januari 2024 mencapai USD 18,51 
miliar. Capaian impor tersebut turun sebesar 3,13 
persen dibanding bulan sebelumnya. 

"Padaanuari 2024 nilai impor mencapai 
USD 18,51 miliar atau turun sebesar 3,13 persen 
dibandingkan Desember 2023," kata Plt. 
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam 
konferensi pers pengumuman Ekspor-impor 
Januari 2023, Kamis (15/2/2024). 

Untuk rinciannya, impor migas tercatat USD 
2,70 miliar atau turun sebesar 19,99 persen, jika 

https://www.liputan6.com/tag/impor-indonesia
https://www.liputan6.com/tag/impor
https://www.liputan6.com/tag/impor-migas
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dibandingkan bulan sebelumnya USD 3,37 
miliar.Sementara itu, impor nonmigas tercatat USD 
15,81 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 0,48 
persen secara bulanan dibandingkan Desember 
2023 sebesar USD 15,74 miliar. 

Amalia menjelaskan, penurunan nilai impor 
total secara bulanan dikarenakan oleh peran 
penurunan nilai impor migas dengan andil 
penurunan sebesar 3,35 persen, utamanya berasal 
dari penurunan impor hasil minyak dengan andil 
penurunan sebesar 2,25 persen. 

"Secara tahunan, nilai impor Januari 2024 
naik sebesar 0,36 persen. Dimana nilai impor migas 
turun 7,51 persen. Sementara, impor nonmigas 
mengalami kenaikan sebesar 1,76 persen," ujarnya. 

Lebih lanjut, Amalia menyampaikan, 
peningkatan impor nonmigas didorong oleh 
peningkatan komoditas mesin, peralatan mekanis 
dan bagiannya dengan andil peningkatan 2,55 
persen; bijih, logam, terak, dan abu andil 
peningkatannya sebesar 1,01 persen; serta serealia 
dengan andil peningkatan 0,87 persen. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 
pertumbuhan impor beras pada Januari 2024 
melonjak lebih dari 100 persen, yakni tembus 
135,12 persen. 

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) 
Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan 
nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai USD 
279,2 juta atau setara Rp 4,36 triliun (USD 1= Rp 
15,621). 

"Pertumbuhan nilai impor beras 
secara month to month turun sebesar 16,73 persen 
tapi secara year on year naik sebesar 135,12 
persen. Impor beras pada Januari 2023 tercatat 
USD 118,7 juta," kata Amalia dalam konferensi pers 

Perkembangangan Ekspor-impor Januari 2024, 
Kamis (15/2/2024). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘ 
 
Adapun tiga negara teratas impor beras 

berasal dari Thailand dengan nilai USD 153 juta, 
kemudian Pakistan USD 79,3 juta dan Myanmar 
USD 23,98 juta. 

"Impor beras Januari 2024 adalah senilai 
USD 279,2 jutaimpor beras tersebut utamanya 
berasal dari Thailand senilai USD 153 juta, 
kemudian dari Pakistan USD 79,3 juta dan dari 
Myanmar senilai USD 23,98 juta," ujarnya. 

Lebih lanjut, Amalia menegaskan bahwa 
BPS mengaku kesulitan untuk mengetahui pola 
impor beras. Lantaran, impor beras sangat 
tergantung kepada kebijakan Pemerintah. 

"Tentunya, impor beras ini tidak dilepas ke 
pasar tapi tergantung pada kebijakan, sehingga 
pola impornya tidak bisa kita ketahui secara pasti 
tergantung dari kebijakan impor beras tersebut 
yang ditetapkan oleh Pemerintah," pungkasnya. 
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Tim Satgas Pangan Polri Cek Distribusi Beras 
Impor di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang 

 

Mabes Polri | Tim Satuan Tugas (Satgas) 
Pangan Polri kembali melakukan pengecekan 
distribusi beras di wilayah Jateng. Dipimpin oleh 
Kombes Pol Eka Mulyana, Tim Satgas Pangan Polri 
melaksanan pengecekan distribusi beras hasil 
importasi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, 
Jumat (23/2/2024). 

Kombes Pol Eka Mulyana menyampaikan, 
Tim Satgas Pangan Polri di pelabuhan Tanjung 
Emas telah melakukan pengecekan terhadap 2 
Kapal yang mengangkut beras hasil importasi. 

“Kami telah melaksanakan pengecekan 
terhadap 2 kapal yaitu Kapal MV Star 16 dan Kapal 
MV Phu Thanh yang digunakan untuk mengangkut 
beras hasil importasi dari Vietnam dan dari 
Thailand,” ungkap Kombes Pol Eka Mulyana. 

Kombes Eka Mulyana menjelaskan, beras 
hasil importasi di Kapal MV Star 16 asal Vietnam 
sejumlah 5.000 TON tersebut adalah milik Perum 
Bulog Kanwil Jateng. 

“Nantinya, beras importasi ini akan 
didistribusikan kepada ke 4 Kantor Cabang Perum 
Bulog Kanwil Jateng sebagai cadangan kebutuhan 
beras Provinsi Jawa Tengah,” imbuh Kombes Pol 
Eka Mulyana. 

Sedangkan Beras hasil importasi di Kapal 
MV Phu Thanh, imbuh Kombes Pol Eka Mulyana, 
yang berasal dari Thailand sejumlah 10.000 TON 
tersebut adalah milik Perum Bulog Kanwil Jateng 
yang nantinya juga akan didistribusikan kepada ke 
4 Kantor Cabang Perum Bulog Kanwil Jateng 
sebagai cadangan kebutuhan beras Provinsi Jawa 
Tengah. 

Kombes Pol Eka Mulyana mengimbau 
kepada masyarakat Jawa Tengah untuk tetap 
tenang akan ketersediaan kebutuhan pokok 
khususnya beras. 

“Tim Satgas Pangan Polri akan terus 
melakukan pemantauan distribusi beras baik 
medium maupun premium untuk memastikan 
kestabilan, kelancaran dan ketersediaan barang 
kebutuhan pokok beras baik medium maupun 
premium menjelang puasa dan lebaran,” pungkas 
Kombes Pol Eka Mulyana. 

Naik 135 Persen Lebih, Impor Beras pada 
Januari 2024 Mencapai Rp4,36 Triliun 

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan 
nilai impor beras Indonesia pada Januari 2024 
mencapai US$279,2 juta atau setara dengan Rp4,36 
triliun. 

Plt Kepala BPS Amalia A Widyasanti 
mengatakan, nilaiimpor beras Indonesia ini naik 
sebesar 135,1 persen dibandingkan dengan Januari 
2023 yang mencapai US$118,7 juta. 

“Impor beras pada Januari 2024 senilai 
279,2 juta dolar AS,” ujar Amalia di Jakarta, Kamis 
(15/2/2024)  

Namun demikian, Amalia menyebut, nilai 
impor ini jika dilihat secara bulanan turun sebesar 
16,73 persen. 

Impor beras Indonesia masih didominasi 
dari Thailand yakni sebesar US$153 juta, disusul 
dengan Pakistan sebesar US$79,3 juta, dan 
Myanmar sebesar US$23,98 juta. 

Menurut Amalia, beras yang diimpor ini 
tidak langsung di lepas ke pasar, tetapi mengikuti 
kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Oleh 
karena itu, pola impor beras tidak bisa diketahui 
secara pasti. 

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan 
pemerintah memutuskan untuk mengimpor 1,6 juta 
ton beras untuk memenuhi kebutuhan domestik 
akibat mundurnya masa panen selama dua bulan. 

Selain merealisasikan impor, ia menyatakan 
pemerintah juga meningkatkan distribusi beras 
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari 
150.000 ton menjadi 250.000 ton untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat. 

Untuk mempermudah distribusi, ia 
menuturkan bahwa paket beras SPHP dapat 
dikemas ulang dengan berat yang disesuaikan. 

“Biasanya kan SPHP kiloannya 5 kilogram. 
Jadi, untuk beberapa wilayah silakan didistribusi 
dalam kiloan yang lebih besar dan di lapangan 
diberi kesempatan untuk melakukan pengemasan 
ulang dari 50 kilo atau 25 kilo menjadi 5 kilo,” ucap 
Airlangga. 

https://www.solopos.com/neraca-perdagangan-indonesia-januari-2024-surplus-us202-miliar-1863880
https://www.solopos.com/pemerintah-impor-beras-lagi-kali-ini-16-juta-ton-1863636
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KESDM sebut tak ada ketentuan ekspor-impor di 
aturan baru PLTS atap 

 

 

 

 

 

 

 

Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM) menyatakan tidak ada ketentuan 

ekspor-impor dalam aturan baru mengenai 

pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap. 

Diketahui, pemerintah baru saja 

menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral (ESDM) Nomor 2 Tahun 2024 

Tentang PLTS Atap yang Terhubung pada Jaringan 

Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan 

Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum 

(IUPTLU), revisi dari Permen ESDM Nomor 26 

Tahun 2021. 

"Kami tetap ada insentifnya dari sisi 

pemerintah, kan memang tidak ada ekspor impor, 

tetapi konsumen yang memasang PLTS atap tidak 

kena charge. Kan (sebelumnya) ada biaya standard 

dan sebagainya, itu sudah tidak ada. Itu sebagai 

insentif," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) 

Kementerian ESDM Dadan Kusdiana di Gedung 

Kementerian ESDM Jakarta, Jumat. 

 

Diketahui, dalam Pasal 13 Permen ESDM 

2/2024 tersebut disebut Kelebihan energi listrik 

dari Sistem PLTS Atap yang masuk ke jaringan 

Pemegang IUPTLU tidak diperhitungkan dalam 

penentuan jumlah tagihan listrik Pelanggan PLTS 

Atap. 

Dadan mengatakan dalam aturan baru 

tersebut, juga mengatur tentang kuota 

pengembangan sistem PLTS atap untuk setiap 

sistem tenaga listrik. 

"Di situ ada sistem kuota ya, kan PLN juga 

punya keterbatasan dari sisi menerima listrik yang 

PLT atap. Sekarang kan (cuaca) mendung, padahal 

PLN itu "oh ada listrik PLTS atap", padahal kan 

mendung. Di satu sisi kan harus menyediakan 

listrik yang harus siap salur supaya tetap kualitas 

dari PLN-nya terjamin ke masyarakat itu ada 

kuotanya, tahun ini berapa megawatt (MW) bisa, 

tahun depan berapa," ujarnya. 
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Adapun, dalam Pasal 7 Permen ESDM 

2/2024 ayat (1) disebut bahwa pemegang IUPTLU 

wajib menyusun kuota pengembangan Sistem PLTS 

Atap untuk setiap Sistem Tenaga Listrik. 

Kemudian ayat (2), penyusunan kuota 

pengembangan Sistem PLTS Atap sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

mempertimbangkan arah kebijakan energi 

nasional; rencana dan realisasi rencana usaha 

penyediaan tenaga listrik; dan kehandalan Sistem 

Tenaga Listrik sesuai dengan ketentuan dalam 

aturan jaringan Sistem Tenaga Listrik (grid code) 

Pemegang IUPTLU. 

Lalu ayat (3) menyatakan bahwa kuota 

pengembangan Sistem PLTS Atap sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka 

waktu 5 (lima) tahun yang dirinci untuk setiap 

tahun dari bulan Januari sampai dengan bulan 

Desember. 

Lebih lanjut, Dadan menilai dengan adanya 

revisi aturan tersebut, pemasangan PLTS atap 

untuk saat ini lebih condong untuk skala industri 

karena konsumsi listriknya lebih stabil 

 

"Memang PLTS Atap yang sekarang agak sulit untuk 

rumah tangga karena kan tidak ada ekspor impor, 

tidak ada titip kalau dulu kan bisa dititipkan di PLN. 

Rumah tangga kan pakainya malam, padahal 

matahari kan adanya siang, nah ini kurang match," 

ungkap Dadan. 

"Bisa saja rumah tangga kalau di rumahnya 

ada orang, dipakai untuk kulkas, tetapi kira-kira 

dari sisi kapasitas memang rumah tangga nanti 

akan kecil, kecuali pakai baterai di rumahnya, jadi 

disimpan, dipakai malam tetapi kalau untuk 

industri yang punya baseload, kan industri tuh dia 

kan dari pagi sampai sore kan konsumsi listriknya 

mungkin relatif stabil, nah itu ke sana nanti," 

lanjutnya. 

 

Aturan Resmi Terbit, 

Bangun PLTS Atap 

Harus Izin PLN? 
Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM) menjelaskan pemasangan 
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap 
harus mendapat izin dari PT PLN (Persero) selaku 
Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 
Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU). Hal tersebut 
menyusul dengan adanya sistem kuota 
pengembangan. 

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana 
mengatakan pemerintah sendiri telah menerbitkan 
aturan baru terkait pemanfaatan Pembangkit 
Tenaga Listrik Surya (PLTS) Atap. Aturan tersebut 
tertuang dalam peraturan Menteri (Permen) ESDM 
Nomor 2 Tahun 2024. 

Menurut Dadan, sistem kuota yang ada di 
dalam Permen tersebut ditujukan guna menjaga 
kualitas penyaluran listrik PLN ke pelanggan PLTS 
Atap tetap stabil. Hal ini lantaran salah satu 
karakteristik PLTS Atap yakni bersifat intermiten. 

Kan PLN juga punya keterbatasan dari sisi 
menerima listrik yang PLTS Atap. Kan sekarang 
PLTS Atap seperti ini nih mendung di satu sisi 
harus menyediakan listrik yang salur ya. Dari sisi 
itu supaya tetap apa namanya kualitas di PLN 
terjamin ke masyarakat itu ada kuotanya," kata 
Dadan ditemui di Gedung Kementerian ESDM, 
Jumat (23/2/2024). 

Selain sistem kuota, salah satu substansi 
yang direvisi dalam aturan anyar ini adalah 
mengenai regulasi ekspor dan impor listrik dari 
konsumen ke PT PLN. Adapun dalam revisi tersebut 
aturan ekspor impor listrik ditiadakan. 

Dengan demikian, kelebihan listrik dari 
sistem PLTS atap yang masuk ke jaringan, untuk 
saat ini tidak lagi diperhitungkan dalam jumlah 
tagihan listrik pelanggan yang memasang PLTS 
Atap. 

"Gak ada ekspor impor, tidak ada titip kalau 
dulu kan bisa dititipkan di PLN terus bisa dipakai 
malam. Rumah tangga itu kan pakainya malam 
padahal matahari itu kan adanya siang ini kurang 
match di situ," kata Dadan. 

Nah berkaitan dengan kuota pembangunan 
PLTS Atap ada di beberapa pasal. Diantaranya: 
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Pasal 7: 
(1) Pemegang IUPTLU wajib menyusun 

kuota pengembangan Sistem PLTS Atap untuk 
setiap Sistem Tenaga Listrik. 

(2) Penyusunan kuota pengembangan 
Sistem PLTS Atap sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) paling sedikit mempertimbangkan: 

a. arah kebijakan energi nasional; 
b. rencana dan realisasi rencana usaha 

penyediaan tenaga listrik; dan 
c. keandalan Sistem Tenaga Listrik sesuai 

dengan ketentuan dalam aturan jaringan Sistem 
Tenaga Listrik (grid code) Pemegang IUPTLU. 

(3) Kuota pengembangan Sistem PLTS Atap 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci 
untuk setiap tahun dari bulan Januari sampai 
dengan bulan Desember. 

Pasal 8: 
(1) Kuota pengembangan Sistem PLTS Atap 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
diusulkan kepada Direktur Jenderal 
Ketenagalistrikan dengan tembusan kepada 
Direktur Jenderal EBTKE. 

(2) Usulan kuota pengembangan Sistem 
PLTS Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilengkapi dengan dokumen kajian teknis. 

(3) Usulan kuota pengembangan Sistem 
PLTS Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk tahun 2024 sampai dengan tahun 2028, 
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak 
Peraturan Menteri ini diundangkan. 

(4) Usulan kuota pengembangan Sistem 
PLTS Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk tahun selanjutnya disampaikan paling lambat 
pada bulan Oktober sebelum tahun berjalan. 

(5) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan 
melakukan evaluasi terhadap usulan kuota 
pengembangan Sistem PLTS Atap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). 

(6) Dalam pelaksanaan evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Direktur 
Jenderal Ketenagalistrikan melibatkan Direktur 
Jenderal EBTKE dan dapat melibatkan 
kementerian/lembaga terkait dan/atau pemerintah 
daerah. 

Pasal 9: 
(1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), Direktur Jenderal 

Ketenagalistrikan menetapkan kuota 
pengembangan Sistem PLTS Atap paling lambat: 

a. 1 (satu) bulan sejak usulan kuota 
pengembangan Sistem PLTS Atap sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) disampaikan 
secara lengkap dan benar; dan 

b. pada bulan Desember sebelum tahun 
berjalan, setelah usulan kuota pengembangan 
Sistem PLTS Atap sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (4) disampaikan. 

(2) Penetapan kuota pengembangan Sistem 
PLTS Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Pemegang IUPTLU. 

(3) Berdasarkan penetapan kuota 
pengembangan Sistem PLTS Atap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Pemegang IUPTLU 
menyusun kuota pengembangan Sistem PLTS Atap 
berdasarkan clustering. 

(4) Clustering sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) merupakan Sistem Tenaga Listrik pada 
unit pelayanan pelanggan Pemegang IUPTLU. 

(5) Kuota pengembangan Sistem PLTS Atap 
berdasarkan clustering sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) harus: 

a. dilaporkan kepada Direktur Jenderal 
Ketenagalistrikan dan Direktur Jenderal EBTKE; 
dan b. dipublikasikan melalui laman, aplikasi, 
dan/atau media sosial resmi Pemegang IUPTLU, 
dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) 
hari kerja sejak kuota pengembangan Sistem PLTS 
Atap ditetapkan. 

Pasal 10: 
(1) Pemegang IUPTLU dapat mengusulkan 

perubahan kuota pengembangan Sistem PLTS Atap 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). 

(2) Mekanisme dan tata cara usulan 
perubahan kuota pengembangan Sistem PLTS Atap 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengan mekanisme dan tata cara usulan 
kuota pengembangan Sistem PLTS Atap 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai 
dengan Pasal 9. 

(3) Dalam hal Pemegang IUPTLU tidak 
mengajukan perubahan kuota pengembangan 
Sistem PLTS Atap sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), besaran kuota pengembangan Sistem PLTS 
Atap mengikuti rincian kuota pengembangan 
Sistem PLTS Atap yang telah ditetapkan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). 
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Lindungi Produk Dalam Negeri, Pengusaha Minta 

Impor Produk Plastik Ini Dibatasi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pengusaha kemasan plastik yang tergabung 

dalam Asosiasi Biaxially Oriented Films Indonesia 
(ABOFI) menyatakan mendukung Permendag 36 
tahun 2023 tentang Kebijakan dan 
Pengaturan Impor.  

Hal ini sesuai dengan keinginan Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) untuk melindungi dan 
memprioritaskan produk dalam negeri untuk 
menjadi tuan rumah di negeri sendiri, 
meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi dan 
sejumlah rencana ekspansi industri dalam negeri 
pada tahun mendatang  menuju Indonesia emas.  

ABOFI menilai aturan ini melindungi dan 
memprioritaskan komoditas produksi dalam negeri 
untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri, 
bahkan dapat meningkatkan nilai tambah melalui 
hilirisasi. 

"Akan tetapi kami melihat perlunya 
Permendag 36 tahun 2023 ini diperkuat dan 
diperluas hingga menjangkau industri hilir, 
khususnya industri hilir kemasan fleksibel yang 
mengalami tekanan luar biasa dari produk import 
dengan harga dumping agar dapat bertahan," 

kata Ketua ABOFI Santoso Samudera dikutip Jumat 
(23/2/2024). 

Santoso mengungkapkan, ABOFI, telah 
mengajukan permohonan dan data-data kepada 
Pemerintah Republik Indonesia melalui 
Kementerian Perindustrian, Kementerian 
Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian agar beberapa produk masuk dalam 
kebijakan pembatasan juga. 

Misalnya produk BOPP Film dengan HS 
Code 3920.20.10, 3920.20.90, dan 3920.20.99. 
Serta produk BOPET Film dengan HS Code 
3920.62.10, 3920.62.90, dan 3920.62.99. 

Santoso meminta agar produk-produk 
tersebut ditingkatkan status pelarangan 
terbatasnya pada Permendag No 36/2023. Mulai 
dari yang awalnya bentuk LARTAS LS (Laporan 
Surveyor) menjadi LARTAS LS&PI (Laporan 
Surveyor & Persetujuan Impor). 

Selain itu pihaknya juga meminta 
pemberlakuan BMAD (Bea Masuk Anti Dumping) 
terhadap produk-produk impor yang masuk dan 
sudah terbukti menggunakan harga dumping sesuai 
hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia. 

"Oleh karena itu ABOFI memohon 
dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia agar 
produk plastik kemasan ditingkatkan status 
LARTAS pada Permendag No 36/2023 dari LARTAS 
LS menjadi LARTAS LS PI, dan juga pemberlakuan 
BMAD terhadap produk-produk impor yang masuk 
dan sudah terbukti menggunakan harga dumping 
sesuai hasil penyelidikan Komite Anti 
Dumping Indonesia. 

 
 
 
 
 

https://www.liputan6.com/tag/impor
https://www.liputan6.com/tag/produk-dalam-negeri
https://www.liputan6.com/tag/produk-impor
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Pemerintah Diminta Utamakan Sapi Lokal 
Sebelum Buka Keran Impor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) 
Hermanto Siregar meminta Kementerian 
Perdagangan atau Kemendag tidak terburu-buru 
dalam menerbitkan ijin impor sapi bakalan asal 
Australia. Hermanto menegaskan, Kementerian 
Perdagangan sedianya dapat mengutamakan para 
peternak sapi lokal sebelum menerbitkan ijin 
impor. 

Hal tersebut disampaikan oleh Hermanto 
begitu ia disapa menanggapi rencana untuk 
mengimpor sapi bakalan sebanyak 400 ribu ekor 
yang dilakukan Kementerian Perdagangan atau 
Kemendag. 

“Tentu harus dipertimbangkan timingnya. 
Tidak bisa 400 ribu sapi bakalan masuk ke dalam 
negeri sekaligus, karena akan menyebabkan 
anjloknya harga daging sapi,” kata Hermanto, Rabu, 
(14/2/2024). 

Hermanto mengingatkan, bahwa sapi 
bakalan membutuhkan waktu untuk penggemukan 

sebelum disembelih dan siap untuk dipasarkan. 
Atas dasar itu, menurut Hermanto, timing dari 
impor tersebut juga harus dipikirkan Kementerian 
Perdagangan RI. 

“Bakalan sapi membutuhkan waktu untuk 
penggemukan sebelum disembelih dan siap 
dipasarkan,” papar Hermanto. 

Hermanto menegaskan, Kementerian 
Perdagangan atau Kemendag juga harus 
memperhitungkan secara cermat beberapa sapi 
bakalan yang masuk dari Australia guna memenuhi 
kebutuhan daging di dalam negeri. 

“Sehingga, harus diperhitungkan secara 
cermat berapa banyak yang harus masuk untuk 
memenuhi kebutuhan daging bulan Ramadhan, 
berapa untuk bulan Syawal, dan berapa untuk Idul 
Adha nanti. Juga persebarannya di beberapa 
daerah, jangan menumpuk di satu daerah tertentu,” 
pungkas dia. 

https://www.liputan6.com/tag/impor-sapi
https://www.liputan6.com/tag/sapi
https://www.liputan6.com/tag/harga-daging-sapi


Buletin GINSI Jateng 10 

 

Edisi Februari 2024 
 
 

Sementara itu, DPR RI menyayangkan 
karena dianggap tidak memikirkan nasib peternak 
sapi lokal yang saat ini masih dalam proses 
recovery akibat penyakit mulut dan kuku (PMK). 
Karena itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) 
diminta tidak gegabah keluarkan izin ini. 

'Kita akan pertanyakan informasi ini. Kita 
minta Kemendag jangan dulu keluarkan izin, 
sebelum semuanya jelas. Itu impornya kan besar 
sekali," kata Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal 
Pasluddin. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, 
memang ada rencana untuk mengimpor sapi 
bakalan sebanyak 400 ribu ekor. Melihat bisnis ini 
cukup gurih, pihak asisiasi eksportir ternak hidup 
Australia (liveCorp) melakukan sejumlah 
pendekatan. Bahkan lewat jalur Kedutaan Besar 
(Kedubes) Australia untuk Indonesia. 

Selanjutnya, politikus PKS ini berjanji akan 
memanggil kementerian teknis yakni Kementerian 
Pertanian (Kementan), serta asosiasi peternak sapi. 
"Semuanya harus clear. Saya kira perlu pengkajian 
yang lebih mendalam dulu. Jangan ujug-ujug impor. 
Harus dipikirkan juga dampaknya seperti apa. 
Apalagi kalau ada kepentingan asing di bisnis ini," 
kata Akmal. 

Dirinya pun heran, apakah produksi daging 
sapi dari peternak lokal belum bisa mencukupi 
kebutuhan nasional. Kalaupun kurang, angkanya 
harus jelas. Jangan sampai, importasi sapi menjadi 
bancakan para oknum untuk meraup keuntungan 
pribadi. 

"Jangan pula mengabaikan nasib peternak 
lokal kita. Bisa-bisa mereka malas menjadi 
peternak sapi, Indonesia menjadi pengimpor 

daging selamanya. Ini yang tidak kita inginkan," 
ungkapnya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tahun ini, pemerintah mencanangkan 

impor sapi bakalan sebanyak 676 ribu ekor, serta 
320.352 metrik ton daging beku. Langkah ini 
dilakukan guna memenuhi kebutuhan dalam 
negeri. Untuk itu, rekomendasi impor ini dikebut. 

Impor ini, diharapkan bisa menopang 
derasnya kebutuhan daging yang mengalami 
pertumbuhan tiap tahun. Diperkirakan, permintaan 
daging pada 2024, mencapai 720.375 metrik ton. 

Sedangkan, produksi dalam negeri 
ditargetkan 422.649 ton. Artinya, masih ada 
kekurangan alias defisit hampir 300 ribu ton. Untuk 
menutup kekurangan itu, pemerintah melakukan 
impor. Agar persediaan dan harga daging bisa tetap 
terjangkau. 

Namun, penentuan impor harus tepat angka 
serta waktunya. Dan, jangan sampai mengorbankan 
peternak sapi lokal yang barus saja sembuh dari 
wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.liputan6.com/tag/peternak-sapi
https://www.liputan6.com/tag/peternak-sapi
https://www.liputan6.com/tag/peternak-sapi
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Pengusaha Minta Pemerintah Berantas Impor 
Ilegal sebelum Terapkan Permendag 36 Tahun 

2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Direktur Sogo Indonesia Handaka Santosa 

merespons soal rencana implementasi Peraturan 
Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 
Tahun 2023 tentang Kebijakan dan 
Pengaturan Impor. Ia menilai pemerintah 
semestinya memberantas impor ilegal terlebih 
dahulu sebelum menerapkan aturan itu.  

"Yang harus ditertibkan itu adalah impor 
yang ilegal, yang masuknya enggak resmi 
lewat border, yang tidak mengajukan permohonan 
impor," kata Handoko saat ditemui di kawasan 
Jakarta Selatan pada Jumat, 23 Februari 2024.  

Adapun aturan ini akan berlaku mulai 10 
Maret 2024. Pokok pengaturan Permendag Nomor 
36 Tahun 2023, di antaranya penataan kembali 
kebijakan impor dengan menggeser pengawasan 
impor dari post-border ke border. Serta relaksasi 
atau kemudahan impor barang kiriman Pekerja 
Migran Indonesia (PMI).  

Menurut Handoko, pemindahan 
pemeriksaan dari post-border menjadi border itu 
akan menghambat pengusaha mengimpor barang. 
Padahal, kata dia, pengimpor yang telah 
melaksanakan sesuai aturan sudah tercatat dan 

memberikan pendapatan bagi negara melalui 
pembayaran bea masuk dan sejumlah pajak.  

Dia khawatir apabila pengusaha dipersulit 
dalam mengimpor, konsumen akan lebih memilih 
berbelanja di luar negeri. Padahal, ucap handoko, 
konsumsi rumah tangga atau domestik banyak 
berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) 
Indonesia.  

Senada dengan Handaka, Kamar Dagang 
dan Industri atau Kadin Indonesia juga meminta 
pemerintah memperhatikan dampak dari 
penerapan aturan tersebut. Wakil Ketua Umum 
Bidang Perdagangan Kadin Indonesia, Juan Permata 
Adoe menilai pelaksanaan larangan terbatas ini 
harus memperhatikan kesiapan infrastruktur dan 
aturan pendukungnya terlebih dahulu.  

Karena itu, Kadin Indonesia meminta 
pemerintah menunda implementasi Permendag 
Nomor 36 Tahun 2023. "Kami mengimbau agar 
sistem elektronik dan seluruh Peraturan pelaksana 
terkait Permendag tersebut sudah siap paling tidak 
3 sampai 6 bulan sebelum pelaksanaan peraturan 
ini dijalankan," kata Juan lewat keterangan resmi 
pada Jumat, 23 Februari 2024.  

Menurut Juan, penundaan diperlukan guna 
mengakomodir pelaksanaan permohonan 
perizinan. Tujuannya, untuk memberikan waktu 
yang memadai kepada seluruh pihak yang terkait 
guna memenuhi ketentuan peraturan tersebut.  

Selain meminta penundaan, Kadin berharap 
pemerintah dapat mensosialisasikan terlebih 
dahulu kepada pemangku kepentingan atau 
stakeholder terkait. Hal itu untuk menjamin 
kestabilan rantai pasok dan memastikan 
keberlanjutan proses produksi dalam negeri. 

 
 
 

https://www.tempo.co/tag/sogo
https://www.tempo.co/tag/impor
https://www.tempo.co/tag/permendag
https://www.tempo.co/tag/kadin


Buletin GINSI Jateng 12 

 

Edisi Februari 2024 
 

Ekspor Jateng selama 2023 mencapai 10.229,18 
juta dolar AS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai 

ekspor Jawa Tengah (Jateng) selama 2023 
mencapai 10.229,18 juta dolar Amerika Serikat 
(AS). 

Kepala BPS Jateng Dadang Hardiwan dalam 
siaran pers di Semarang, Kamis, menyebutkan total 
volume ekspor selama 2023 tersebut tercatat 
mencapai 4.196,70 ribu ton. 

Menurut dia, nilai ekspor komoditas 
nonmigas yang mencapai 9.868,62 juta dolar AS 
tersebut masih mendominasi pengiriman barang 
dari Jateng ke luar negeri. 

"Ekspor sektor industri pengolahan masih 
yang terbesar dengan nilai mencapai 9.650,28 juta 
dolar AS," katanya pula. 

Ia mengatakan Amerika Serikat masih 
menjadi negara tujuan utama pengiriman barang 
dari Jateng dengan total nilai ekspor mencapai 
4.660,93 juta dolar AS. 

Adapun dua negara tujuan utama lainnya 
masing-masing Jepang dan Tiongkok dengan nilai 
ekspor masing-masing 966,22 juta dolar AS dan 
621,29 juta dolar AS. 

Sedangkan untuk impor Jateng di 2023, kata 
dia lagi, tercatat mencapai 14.497,42 juta dolar AS. 

Ia menjelaskan impor komoditas nonmigas 
yang mencapai 7.461,36 juta dolar AS masih lebih 
besar dibanding migas. 

Menurut dia, impor bahan baku atau 
penolong masih mendominasi dengan total nilai 
mencapai 12.924,97 juta dolar AS. 

Dia menuturkan Tiongkok masih menjadi 
negara utama pengirim komoditas impor nonmigas 
dengan nilai 3.530,79 juta dolar AS. 

Dua negara lain yang menjadi pemasok 
utama komoditas impor ke Jateng masing-masing 
AS dan Thailand dengan nilai 606,44 juta dolar AS 
dan 335,29 juta dolar AS. 

Ia mengatakan neraca perdagangan Jateng 
pada 2023 tercatat mengalami defisit 4.268,24 juta 
dolar AS. 
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Ekspor Tembus USD 209 Juta, 

Kualitas Alkes Produksi 

Indonesia Diapresiasi Pejabat 

Dubai 
Industri alat kesehatan dalam negeri telah 

menunjukkan kemampuannya dalam ajang 
internasional melalui keikutsertaan pada pameran 
Arab Health 2024 di Dubai. Arab Health 2024 
merupakan pameran sektor kesehatan terbesar 
kedua di dunia yang diikuti lebih dari 3.450 
eksibitor serta 110.000 healthcare professional dari 
180 negara. 

Sebanyak 19 perusahaan lokal 
menampilkan berbagai produk unggulannya, 
termasuk yang berteknologi tinggi di Pavilion 
Indonesia seluas 90 meter persegi. Produk-produk 
yang dipamerkan antara lain adalah ventilator, 
perangkat elektromedikal, alat suntik, hingga alat 
ukur tekanan darah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Tujuan keikutsertaan Indonesia pada 
pameran Arab Health 2024 ini di antaranya adalah 
promosi investasi, menjelaskan kebijakan-
kebijakan Pemerintah Indonesia di bidang 
pengembangan industri alat kesehatan, dan 
mempromosikan produk alat kesehatan dalam 
negeri pada pasar internasional,” kata Direktur 
Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, 

dan Elektronika (ILMATE) Taufiek Bawazier di 
Jakarta, Rabu (7/2). 

Dirjen ILMATE mengemukakan, saat ini 
industri alat kesehatan dalam negeri yang 
tergabung dalam Asosiasi Produsen Alat Kesehatan 
Indonesia (ASPAKI) telah memiliki lebih dari 200 
anggota dengan range product yang luas, 
dari hospital furniture hingga peralatan kesehatan 
teknologi tinggi seperti X-ray. “Industri alat 
kesehatan telah mampu menyumbang devisa 
negara yang cukup signifikan melalui kinerja 
ekspor produknya yang mencapai USD209,4 juta 
sepanjang tahun 2023,” ungkapnya. 

Pada perhelatan Arab Health 2024, Pavilion 
Indonesia mendapatkan kunjungan dari para 
pejabat Dubai Health Authority (DHA), yang 
merupakan otoritas kesehatan di wilayah Dubai 
dan berwenang membawahi berbagai klinik serta 
rumah sakit internasional. 

Special Advisor dari DHA, H.E. Dr. Younis 
Kazim dan Direktur Jenderal DHA, H.E. Awadh 
Seghayer Al Ketbi sempat berdiskusi mengenai 
kemampuan industri alat kesehatan asal Indonesia 
dan melihat langsung berbagai produk alat 
kesehatan yang ditampilkan di Pavilion Indonesia. 

Dalam kunjungan tersebut, Kazim 
menyampaikan bahwa DHA mengapresiasi 
kemampuan teknologi alat kesehatan dari 
Indonesia. “Akhirnya kami mengetahui bahwa 
Indonesia telah mampu memproduksi ventilator 
secara mandiri. Hal ini menunjukkan 
perkembangan pesat industri alat kesehatan di 
Indonesia dan bisa membuka peluang kerja sama di 
masa mendatang,” tuturnya. 

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia terus 
mendorong industri alat kesehatan dalam negeri 
untuk melakukan ekspansi ke pasar internasional 
termasuk Uni Emirates Arab. Negara ini menjadi 
tujuan ekspor penting mengingat lokasinya yang 
strategis sebagai hub internasional untuk 
menembus pasar Afrika hingga Eropa. Beberapa 
jenis alat kesehatan lokal yang dapat didorong 
untuk ekspor adalah hospital furniture, yang telah 
memenuhi standar ISO dan telah memenuhi 
persyaratan keamanan mutu dan manfaat 
internasional. 
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Pakaian Impor Bekas Ilegal Masih Dijual di 
Indonesia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pakaian impor bekas ilegal masih 
bertebaran di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah (Kemenkop UKM), sehingga pemerintah 
perlu mengetatkan kembali penegakan hukum 
terkait masalah tersebut. 

Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM 
Hanung Harimba Rachman menyampaikan, 
penegakan hukum yang semakin ketat tersebut 
sangat penting untuk mencegah dampak buruk 
kegiatan impor ilegal. Di antaranya dampak buruk 
tersebut dapat mengganggu pasar dalam negeri dan 
menghancurkan ekonomi nasional. 

“Tidak hanya thrifting, impor-impor ilegal 
juga masih banyak. Kalau saya lihat, kalau dulu 
dianggap subversif kegiatan, kebocoran itu, karena 
itu menghancurkan ekonomi kita,” ujar Hanung, 
Senin (26/2/2024). 

Saat ini pemerintah telah berusaha 
memperketat aturan impor dengan melakukan 
pemindahan pengawasan barang dari post-border 
(pengawasan yang dilakukan setelah keluar 
kawasan pabean) ke border (pengawasan 
dilakukan di dalam kawasan pabean sebelum 
barang dilepaskan) 

Hanung juga mengatakan, pemerintah 
butuh waktu untuk melihat apakah kebijakan 
tersebut, yaitu mengubah post-border menjadi 
border akan efektif dan berhasil. Menurutnya, 

masih banyak penyalahgunaan yang terjadi di 
lapangan. 

“Karena masih banyak juga 
penyalahgunaan, mungkin fasilitas, itu juga salah 
satunya perlu dicek, penyalahgunaan fasilitas 
impor. Mesti kita lihat,” kata dia. 

“Seharusnya itu penegakan (hukum) dan 
pengawasannya lebih ketat lagi. Ini demi industri 
kita, demi bangsa kita,” imbuhnya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Berdasarkan catatan Okezone, Menteri 

Koperasi dan UKM Teten Masduki pada 19 Februari 
2024 lalu mengatakan bahwa praktik jual beli 
pakaian bekas impor kembali menjamur di pasaran. 
Hal tersebut tetap berjalan meskipun pemerintah 
sudah melarang peredaran barang bekas impor. 

https://www.okezone.com/tag/impor
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“Mulai muncul lagi. Beberapa UMKM kami 
di sektor konveksi itu sudah mulai ada keluhan,” 
ucap Teten. 

Menurut Kementerian Perdagangan, nilai 
barang bekas impor ilegal yang dimusnahkan oleh 
pemerintah pada 2023 mencapai Rp174,81 miliar. 

 

Wamendag Jerry sebut 

pakaian bekas boleh 

dijual asal bukan 

impor 
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) 

Jerry Sambuaga mengatakan pakaian bekas 
diperbolehkan untuk dijual asal tidak berasal dari 
impor. 

"Yang penting impor enggak boleh, impor 
pakaian bekas kan Pak Menteri (Zulkifli Hasan) 
sudah beberapa kali bilang enggak boleh. Yang 
mereka jual itu kan belum tentu barang impor," 
ujar Jerry di Kantor Kementerian Perdagangan, 
Jakarta, Senin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hal ini disampaikan oleh Jerry sebagai 

respons atas masih maraknya penjualan pakaian 
bekas di Pasar Senen, Jakarta. 

Jerry menegaskan, para pedagang 
diperbolehkan berjualan pakaian bekas asalkan 
berasal dari dalam negeri, bukan yang diimpor dari 
luar negeri atau illegal 

Larangan tentang barang-barang bekas 
yang dilarang impor tercantum dalam Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 
tentang barang dilarang ekspor dan barang 
dilarang impor. 

Pemeriksaan dan pengawasannya pun 
diatur dalam Permendag Nomor 51 Tahun 2020 
tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga 
Impor setelah melalui Kawasan Pabean (Post 
Border). Jadi, bila terdapat penjualan produk-
produk bekas asal impor, sudah tentu hal tersebut 
ilegal karena melanggar aturan. 

"Pakaian bekas misal, saya punya baju saya 
jual, itu kan bukan barang impor, saya beli lokal 
bahkan ada juga yang saya beli di pengrajin. Artinya 
yang kita larang adalah impornya, karena impor 
pakaian bekas itu ilegal," kata Jerry. 

Diketahui, Kementerian Perdagangan 
(Kemendag) mencatat sepanjang 2023 telah 
melakukan pemusnahan pakaian dan alas kaki 
bekas asal impor senilai Rp174,8 miliar. 

Zulkifli menyampaikan Kemendag telah 
melakukan pengawasan terhadap 1.061 pelaku 
usaha yang terdiri atas 497 pelaku usaha hasil 
pengawasan kegiatan sektor perdagangan dan 594 
pelaku usaha hasil pengawasan post border 

Pengawasan ini dilakukan guna mencegah 
peredaran pakaian bekas asal impor, makanan dan 
minuman impor tanpa izin serta penyelundupan 
barang-barang ilegal lainnya. 

Kemendag bersama Kementerian Koperasi 
dan UKM, Ditjen Bea dan Cukai, Kejaksaan Agung, 
hingga Polri bekerja sama untuk melakukan 
penyitaan barang-barang di gudang maupun di 
Kawasan Pabean, menutup tempat-tempat 
berjualan pakaian bekas, serta menghapus tautan 
yang berkaitan dengan perdagangan pakaian bekas 
impor. 
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Pemerintah Beri Insentif Pajak untuk Kendaraan 
Listrik, Ini Besarannya 

 
Pemerintah menerbitkan aturan terkait 

pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) 
ditanggung pemerintah (DTP) atas 
penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) 
berbasis baterai roda empat tertentu dan 
kendaraan bermotor listrik (KBL) berbasis baterai 
bus tertentu untuk tahun anggaran 2024. 

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2024 
yang mulai berlaku tanggal 15 Februari 2024. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan 
Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak 
Dwi Astuti mengatakan pemberian insentif PPN 
DTP dalam rangka transformasi ekonomi untuk 
meningkatkan daya tarik investasi ekosistem 
kendaraan listrik dan peralihan dari energi fosil ke 
energi listrik. 

“Insentif PPN DTP diberikan sebesar 10% 
dari harga jual atas penyerahan KBL berbasis 
baterai roda empat tertentu yang memenuhi 
kriteria nilai TKDN 40%,” jelasnya melalui siaran 
pers Sabtu (24/2/2024). 

Untuk KBL berbasis baterai bus tertentu 
yang memenuhi kriteria nilai TKDN 40% diberikan 
insentif PPN DTP sebesar 10% dari harga jual. 

Dwi menjelaskan untuk KBL berbasis 
baterai bus tertentu yang memenuhi kriteria nilai 
TKDN 20% sampai 40% diberikan insentif PPN 
DTP sebesar 5% dari harga jual. 

“Misalnya, PT Primbono membeli KBL 
berbasis baterai bus tertentu dari diler Jaya 
Kencana seharga Rp2 miliar pada bulan Maret 
2024. Jenis kendaraan tersebut memenuhi nilai 
TKDN 20%. Atas pembelian bus tersebut diberikan 
insentif PPN DTP sebesar 5%  dikali Rp2 miliar atau 
sebesar Rp100 juta. Dengan demikian, nilai uang 
yang dibayarkan oleh PT Primbono kepada Jaya 
Kencana sebesar Rp2.120.000.000. Jika tidak ada 
insentif PPN DTP, maka PT Primbono akan 
membayar sebesar Rp2.220.000.000,” terang Dwi. 

Dwi menyampaikan jangka waktu 
berlakunya PPN DTP pada PMK tersebut adalah 
masa pajak Januari sampai masa pajak Desember 
2024. Pihaknya berharap masyarakat dapat 
memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan 
insentif ini. 

Pemerintah juga memberikan insentif 
berupa pajak penjualan atas barang mewah 
(PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) atas impor 
dan/atau penyerahan kendaraan bermotor listrik 
berbasis baterai (KBLBB) roda empat tertentu. 

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2024 
yang mulai berlaku tanggal 15 Februari 2024. Dwi 
mengatakan pemberian insentif ini dilatarbelakangi 
adanya program pemerintah terkait peralihan dari 
energi fosil ke energi listrik. 

Selain itu, Dwi juga menyampaikan 
pemberian insentif PPnBM DTP bertujuan 
meningkatkan pertumbuhan industri otomotif 
nasional serta mendukung program percepatan 
kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. 

Dwi menguraikan PPnBM DTP sebesar 
100% dari PPnBM terutang diberikan atas impor 
KBLBB roda empat Completely Built-Up (CBU) 
tertentu dan penyerahan KBLBB roda empat 
Completely Knocked-Down (CKD) tertentu oleh 
pelaku usaha. PPnBM DTP diberikan untuk masa 
pajak Januari 2024 sampai masa pajak Desember 
2024. 

“Contohnya, PT Mobil Listrik melakukan 
impor KBLBB roda empat CBU tertentu dengan 
nilai impor Rp30 miliar pada Februari 2024. Atas 
impor tersebut, terutang PPN 11% 
][Rp3.300.000.000] dan PPnBM 15% 
[Rp4.500.000.000]. Dengan demikian, PT Mobil 
Listrik hanya membayar sebesar 
Rp33.300.000.000. Apabila PPnBM atas impor 
KBLBB tersebut tidak diberikan insentif PPnBM 
DTP, maka PT Mobil Listrik akan membayar harga 
impor sebesar Rp37.800.000.000,” terang Dwi. 

 
 
 

https://www.solopos.com/tag/kendaraan-listrik
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Permendag Aturan Lartas Impor Hujan Interupsi, 
Revisi Jadi Solusi? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAKARTA - Rencana pemberlakuan aturan 

pelarangan terbatas (lartas) impor mulai bulan 
depan mendapatkan hujan "interupsi" dari 
kalangan pengusaha untuk memberikan masukan.  

Pada intinya, mereka berharap pemerintah 
untuk membuka opsi revisi dari beleid tersebut. 
Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri 
Perdagangan (Permendag) No. 36/2023 tentang 
Kebijakan dan Pengaturan Impor. 

 Produk hukum yang diketok pada pada 11 
Desember 2023 oleh Kementerian Perdagangan 
(Kemendag) ini bakal berlaku 90 hari sejak tanggal 
diundangkannya, yaitu 10 Maret 2024. Tujuan 
regulasi tersebut diterbitkan adalah untuk 
mengatur ulang tata niaga agar tidak merugikan 
Indonesia. 

Komoditas yang pengawasan impornya 
dikembalikan dari post-border ke border antara 
lain elektronik, alas kaki, pakaian jadi, serta 
kosmetik dan obat tradisional dengan tujuan untuk 
menertibkan impor barang. Pengusaha yang 
tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia 
(Apindo) merasa khawatir aturan yang berdampak 
pada impor bahan baku justru mengganggu rantai 
pasok di sejumlah industri dalam negeri. 

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani 
mengatakan industri hulu lokal masih memerlukan 

impor bahan baku seiring dengan keterbatasan 
kebutuhan dari dalam negeri. 

 “Apindo khawatir bahwa pelarangan 
terbatas yang tidak tepat berdasarkan sektoral 
industri akan menimbulkan gangguan rantai pasok 
di sejumlah industri dalam negeri,” kata Shinta, 
Senin (19/2/2024). 

 Apindo juga menemukan bahwa sejumlah 
pasal terkait dengan pembatasan importasi bahan 
baku dan bahan pembantu terdapat kapasitas 
domestik industri hulu yang sangat terbatas. Oleh 
karena itu, dia menilai perlu dilakukan revisi 
terhadap beberapa Harmonized System (HS) Code 
guna memudahkan importasi bahan baku atau 
penolong. 

 Shinta mengharapkan agar pemerintah 
lebih tegas dalam menegakkan hukum, terutama 
mengenai importasi produk jadi ilegal yang 
membanjiri pasar dalam negeri. Pasalnya, produk 
ilegal tersebut telah merugikan produk dalam 
negeri seperti pakaian, sepatu, furnitur dan produk 
jadi lainnya yang merupakan hasil industri padat 
karya.  

“Atas dasar ini Apindo sangat 
mengapresiasi pemerintah yang telah 
memberlakukan dengan tegas kembalinya sejumlah 
HS Code Post Border untuk dikembalikan ke 
Border,” ujarnya.  

Hal senada juga disampaikan oleh Kadin 
Indonesia yang menyebut aturan lartas impor 
belum tepat sasaran dan dapat menganggu rantai 
pasok produksi di sejumlah industri seperti 
otomotif, pertambangan, elektronika hingga 
makanan dan minuman.  

 Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan 
Kadin Indonesia, Juan Permata Adoe mengatakan 
gangguan pada rantai pasok bahan baku ini bisa 
memengaruhi kinerja ekspor. Sebab, masih banyak 
bahan baku yang belum tersedia di dalam negeri.  
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RI Dipastikan Tambah Kuota Impor Beras 1,6 Juta 
Ton untuk 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan 
mengumumkan jumlah kuota penugasan impor 
beras kepada Perum Bulog (Persero) bakal 
mencapai 3,6 juta ton pada 2024. Angka ini 
meningkat 1,6 juta ton dari penugasan semula yang 
diberikan sebanyak 2 juta ton untuk tahun ini. 
 

Zulhas, sapaan akrabnya, mengatakan 
bahwa 500.000 ton  beras impor sudah masuk ke 
Indonesia. Dengan demikian, total stok cadangan 
beras pemerintah (CBP) di Bulog saat ini mencapai 
1,4 juta ton.  

“Impor tahun lalu 3,8 juta ton. Tahun ini 2 
juta ton dan [ada tambahan] 1,6 juta ton, [sehingga 
totalnya] hampir 3,6 juta ton. Dalam perjalanan 
500.000 ton sudah masuk, stok Bulog per kemarin 
dapat laporan 1,4 juta ton. Jadi berasnya banyak,” 
ujar Zulhas di Pasar SS Klender, Senin 
(26/2/2024).  

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan 
memantau stok beras di Pasar Klender, Senin 
(26/2/2024) (Dovana Hasiana/Bloomberg 
Technoz) 

Kabar tambahan kuota impor beras 
Indonesia pada tahun ini dibenarkan oleh Direktur 
Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag 
Arif Sulistyo. dia mengatakan keputusan 

penambahan impor diambil pascarapat koordinasi 
pada Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian awal bulan ini.  

Dalam kaitan itu, pemerintah tengah dalam 
proses untuk merevisi neraca komoditas yang 
berisikan perincian kuota penugasan impor yang 
dilakukan pemerintah pada setiap tahunnya.  

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog 
Bayu Krisnamurthi menjelaskan terdapat peluang 
impor beras bertambah lebih dari yang telah 
ditetapkan pada Neraca Komoditas Pangan, yakni 2 
juta ton pada 2024.  

Bayu mengelaborasi Indonesia memiliki 
pasokan yang siap impor (standby supply) seperti 
dari India dan Thailand yang jumlahnya lebih dari 2 
juta ton. Kendati demikian, Indonesia belum tentu 
akan melakukan impor dengan jumlah yang telah 
diamankan.  

Hingga saat ini, penugasan impor yang 
dilakukan oleh Bulog masih akan mengacu kepada 
yang ditetapkan pada neraca komoditas pangan, 
yakni 2 juta ton, dan persetujuan impor (PI).  

“Sampai saat ini di neraca pangan untuk 
beras 2 juta ton. Kita sebut standby 
supply Indonesia lebih dari 2 juta ton, tetapi belum 
tentu kita [lakukan impo]. Intinya, kita saat ini 2 
juta ton berdasarkan neraca pangan. Sudah 
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dibicarakan ada kemungkinan lebih dari 2 juta ton, 
tetapi yang kita pegang neraca pangan dan PI,” ujar 
Bayu dalam konferensi pers Keberhasilan Bantuan 
Pangan Beras Menahan Laju Inflasi, di Kantor Bulog, 
medio Januari. 

RI Masih Impor Pangan, 

Mulai Beras Sampai 

Daging Lembu 
 Indonesia masih mengimpor beras hingga 

Januari 2024. Tidak hanya beras, beberapa 
komoditas pangan lain pun masih diimpor. 

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), 
Kamis (15/2/2024), volume impor beras Indonesia 
pada Januari adalah 443,91 ribu ton. Turun 16,53% 
secara bulanan, tetapi dibandingkan Januari tahun 
lalu terjadi lonjakan 82,19%. 

Impor beras terbanyak bulan lalu datang 
dari Thailand yaitu 237,64 ribu ton. Disusul oleh 
Pakistan 129,78 ribu ton dan Myanmar 41,64 ribu 
ton. 

 
 
 
 
 
 
 

Kemudian, Indonesia juga masih 
mengimpor komoditas telur unggas. Pada Januari, 
volumenya adalah 185,79 ton.  

Secara bulanan impor telur unggas turun 
21,33%. Namun secara tahunan tumbuh 12,13%. 

Impor telur unggas terbanyak datang dari 
India. Pada Januari, volumenya adalah 185,75 ribu 
ton. 

Lalu Indonesia juga mengimpor hewan jenis 
lembu, dengan volume 2,11 ribu ton pada Januari. 
Turun 88,85% secara bulanan, tetapi meroket 
232,22% dibandingkan Januari tahun lalu. Seluruh 
impor lembu pada Januari datang dari Australia. 

Tidak hanya hewan lembu, Indonesia juga 
mengimpor dagingnya. Volume impor daging lembu 
pada Januari adalah 4,55 ribu ton.  

Impor daging lembu terbanyak pada Januari 
datang dari Australia dengan volume 1,45 ribu ton. 
Disusul oleh Brasil 1,39 ribu ton dan India 1,34 ribu 
ton. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 10 TAHUN 2024 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN 

NOMOR 26/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI 
BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR 

 
Menimbang : 
a. bahwa ketentuan mengenai sistem klasifikasi 

barang dan pembebanan tarif bea masuk atas 
barang impor telah diatur dalam Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 
tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang 
dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang 
Impor; 

b. bahwa untuk mendorong peralihan 
penggunaan energi fosil ke energi listrik, 
menarik investasi, dan meningkatkan produksi 
kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di 
dalam negeri sesuai dengan Peraturan Presiden 
Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 
tentang Percepatan Program Kendaraan 
Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery 
Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, telah 
diterbitkan Peraturan Menteri Investasi/ 
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan 
Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/ atau 
Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik 
Berbasis Baterai Roda Empat dalam rangka 
Percepatan Investasi dan Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 29 Tahun 2023 tentang 
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai 
dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan 
Terurai Tidak Lengkap; 

c. bahwa untuk memberikan insentif bea masuk 
atas importasi kendaraan bermotor listrik 
berbasis baterai dalam keadaan utuh 
(Completely Built Up/CBU) dan dalam keadaan 

terurai lengkap (Completely Knocked 
Down/CKD) roda empat sebagaimana 
dimaksud dalam huruf b serta untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 19A ayat (5) 
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 
Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan 
Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis 
Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk 
Transportasi Jalan, Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang 
Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan 
Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang 
Impor perlu diubah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, 
dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem 
Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea 
Masuk atas Barang Impor; 
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KEGIATAN BPD GINSI JATENG PERIODE 

FEBRUARI 2024 

1. WEBINAR “PERAN DISTRIBUSI LOGISTIK PANGAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN DI 

INDONESIA” 

Rabu, 21 Februari 2024 Univeristas Gajah Mada 

(UGM) mengadakan Werbinar terkait kegiatan 

logistik khususnya di Indonesia melalui siaran Zoom 

Meeting. 

 

 

 

 

 

2. FORUM DISKUSI “ PERAN EKSPOR UMKM UNTUK MEMPERKIAT PEREKONOMIAN DAERAH DAN NASIONAL 

DALAM MENGHADAPI ANCAMAN RESESI GLOBAL” 

Forum diskusi ini diadakan oleh Mega Islamic 

Boarding School Semarang pada hari Jumat, 23 

Februari 2024 pada pukul 13.30 WIB. Dalam 

pembahasan kali ini turut mengundang Kepala 

Disperindag Jateng sebagai narasumber 

pembahasan kali ini. 

 

 

 

  

 


